
    
 

WALIKOTA PONTIANAK 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK 
NOMOR 13 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG TAMBAHAN SETORAN  MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH   

KALIMANTAN BARAT  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal 

Pemerintah Kota Pontianak pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sudah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016; 

 
b. bahwa sehubungan dengan kondisi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 

dari sisi pendapatan mengalami defisit, sehingga setoran 
modal pada bank kalbar untuk Tahun Anggaran 2016 tidak 

bisa direalisasikan; 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Tambahan Setoran  Modal Pemerintah 
Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan   Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  2756); 
 

 

 
 

 
 



 
 
 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

3790); 
 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;  

 

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas 
(PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2); 

 

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2015 Nomor 1); 
 

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak 
Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 6); 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tambahan 
Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat  
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 6); 

 

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tambahan 
Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan 
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat  

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 9); 
 

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyertaan 

Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan Terbatas 
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat  (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 132); 

 

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan 

Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perseroan 
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat 
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 139); 

 

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan 
Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat  
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 145); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK  
 

dan 
 

WALIKOTA PONTIANAK 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan 

 
 

: 

 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG 
TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA 
PONTIANAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT. 
  

 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perseroan Terbatas 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak 
Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 145) 

diubah sebagai berikut: 
 

 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 4 
 

    (1) Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak yang telah disetor 
kepada  Bank Kalbar  sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 
41.539.000.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh 

Sembilan Juta Rupiah). 

 

 



 

 

 

(2) Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar untuk  
tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar  
rupiah). 

(3) Jumlah keseluruhan Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah 

kepada   Bank Kalbar  menjadi sebesar Rp.51.539.000.000,-(Lima Puluh 
Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). 

(4) Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank 
Kalbar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar 

dilaksanakan oleh Walikota. 

(6) Tambahan Setoran Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) dalam kondisi tertentu dapat ditarik sesuai mekanisme yang 

berlaku. 

 

 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 

 
Pelaksanaan Tambahan Setoran Modal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (2) bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2017. 
 
 

 Pasal  II 
   

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. 

 
Ditetapkan di  Pontianak 
pada tanggal 4 Desember 2017  

 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

ttd 
 

SUTARMIDJI 
Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 4 Desember 2017 
       

      Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 

ttd 
 

HERRY HADAD 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 13 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 
(13/2017) 

 
Salinan sesuai aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

  ZETMAWATI, SH, MH 

       Pembina Tk. I 
NIP. 19620811 198607 2 002 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


